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KATA PENGANTAR

yukur Alhamdulillah, karya yang berjudul “Buku Referensi: Learning

By Doing, Pembelajaran Kewirausahaan di Perguruan Tinggi” ini
dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, buku
ini tidak saja diruntukkan bagi insan akademik atau civitas akademika
(baik dosen maupun mahasiswa) di pendidikan tinggi, tetapi juga dapat
dimantfaatkan oleh masyarakat luas yaitu pemerhati kewirausahaan
maupun pelaku usaha bahwa ilmu kewirausahaan itu dapat dipelajari dan
tidak saja berangkat dari faktor keturunan maupun lingkungan.

Secara khusus, buku ini disusun dalam sepuluh pembahasan

yaitu: Pendahuluan, Kesejahteraagp Suatu Bangsa, Daya Saing Bangsa,
Kewirausahaan Global, ]umlaha—
I UMKM, Ekspor Non Migas UMKM, Investasi
UMKM, Learning By Doing Kewirausahaan dan Penutup yang dikemas
sederhana berdasar penelitian mendalam penulis yang secara khusus
mendalami bidang ilmu Pendidikan Ekonomi. Karya ini memfokuskan
pada kesejahteraan dan pendidikan dalam bentuk pembelajaran
sebagaimana amanat konstitusi dalam pembukaan UUD 1945, bahwa
dibentuknya pemerintah Negara Indonesia dalam rangka untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencerdaskan inilah yang dalam buku ini diperluas dalam bentuk
pembelajaran kewirausahaan yang didasarkan pada learning by doing.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Persamaan ekonomi syariah dan ekonomi klasik-neoklasik antara lain
jika ditinjau dari aspek tujuan, dimana kedua model ekonomi ini
memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan terkait dengan metode untuk mencapai kesejahteraan menjadi
persoalan lain, dimana pada masing-masing sistem ekonomi ini memiliki
karakteristik yang berbeda dalam hal cara mewujudkannya dan cara untuk
mengukurnya.

Caramewujudkan kesejahteraan pada ekonomi syariah yaitu melarang
unsur gharar, riba dan maysir dalam kegiatan al-Muamalah al-Maddiyah
(Khobir, 2009). Sedangkan ekonomi klasik tidak mengenal ketiga aspek
tersebut. Cara mengukur kesejahteraan menurut ekonomi syariah tidak
saja pada aspek kuantitatif tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif atau
kuantilatif yaitu terpenuhinya enam kebutuhan pokok: sandang, pangan,
papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Parameter tersebut berbeda
dengan ukuran kesejahteraan menurut ekonomi klasik-neoklasik yang

bersifat kuantitatif yaitu meningkatkan pertumbuhan nomi, yang
sekarang mengalami transformasi yaitu diukur oleh aspek
serta

Meskipun demikian diperlukan akselerasi untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, yang pada studi ini memilih kewirausahaan

dengan parameter yaitu: Daya Saing Bangsa (Global Competitiveness




Index), Kewirausahaan Global (Global Entrepreneurship Index), jumlah
UMKM, Tenaga Kerja UMKM, Ekspor Non Migas UMKM dan Investasi
UMKM.

Peneliti memilih kewirausahaan sebagai faktor yang mendorong
kesejahteraan mengingat seorang wirausahawan (Entrepreneur) pada
negara-negara maju mendapat posisi terhormat karena kreativitas dan
inovasinya yang mampu menggerakkan perekonomian. Demikian
menurut Sanyang & Huang (2010); United Nations Conference on Trade
and Development (2005) yang menemukan bahwa kewirausahaan
adalah sumber inovasi dan perubahan, dan dengan demikian memacu
peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi. Huang & Chen
(2021) menjelaskan bahwa di Cina kewirausahaan biasanya terjadi
dalam sistem yang inovatif dan kebanyakan berada di kota-kota. Bahkan
di kota Zhaoging, Shantou dan Meizhou pertumbuhan ekonomi sangat
bergantung pada kewirausahaan.

Sedangkan di Jerman kewirausahaan melahirkan pengusaha dan
pencipta perusahaan baru, menguntungkan ekonomi dalam beberapa cara
melalui kegiatan inovatif, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan
produktivitas dan persaingan. Tanpa wirausahawan baru dan bisnis
yang mereka ciptakan, ekonomi mungkin terhenti. Oleh karena itu,
pembentukan usaha baru oleh pengusaha dianggap sebagai salah satu
sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Kritikos, 2015). Demikian
juga menurut Stam & Stel (2009) pada negara-negara berpenghasilan
tinggi jumlah kewirausahaan mengalami pertumbuhan dan berkontribusi
kuat terhadap pertumbuhan ekonomi 36 negara yang berpartisipasi dalam
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) pada tahun 2002.

Studi di luar negeri terkait kontribusi kewirausahaan terhadap kinerja
ekonomi di atas juga relevan dengan studi di dalam negeri (Indonesia)
bahwa pemerintah Indonesia telah menggalakan jiwa dan semangat
entrepreneur khusunya menjadi digitalpreneur untuk mendorong
perekonomian nasional (Marlinah, 2019).

Disamping kreatifitas yang menjadi kekuatan wirausahawan dalam
meningkatkan perekonomian suatu negara (Mutiarasari, 2018), menurut
Darojah et al., (2018) uutuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses
hendaknya seseorang memiliki sifat proaktif, produktif, pemberdaya,
tangan diatas (suka memberi), rendahhati, kreatif, dan inovatif. Keberadaan
wirausahawan ini penting bagi pemerintah dalam mengurangi jumlah
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pengangguran dan kemiskinan serta untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Lebih jauh Fajri (2021) mengemukakan bahwa kewirausahaan
merupakan jantung pembangunan ekonomi, kewirausahaan merupakan
inovator pencipta lapangan kerja dan pada akhirnya pendapatan
masyarakat meningkat yang dapat mempengaruhi produk domistik
bruto (PDB). Namun demikian hanya kewirausahaan yang produktif
dan didukung ekosistem yang baik yang pastinya dapat menunjang
pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran singkat di atas merupakan potret sederhana bahwa
kewirausahaan merupakan bagian dari suatu entitas bisnis yang perlu
dikembangkan, mengingat kontribusinya dalam meningkatkan kinerja
perekonomian suatu negara. Oleh karenanya diperlukan sinergitas
semua pihak termasuk perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, yang kompeten dan
mempunyai kemampuan adaptif pada siatuasi apapun juga termasuk
situasi pada masa pandemi Covid-19.

Upaya strategis yang relevan dan menjadi ranah perguruan tinggi yaitu
dengan melembagakan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikannya.
Menurut Schramm (2019) pendidikan tinggi menjadi dasar untuk masa
depan kehidupan di Amerika. Bahkan kemakmuran ekonomi masyarakat
bergantung pada warga masyarakat yang terdidik. Amerika menghargai
penguasaan pengetahuan dan intelektual yang luas, kesiapan untuk
bekerja dan menghormati keragaman. Sedangkan Fleming (1999); Hina
& Khalique (2020) menjelaskan bahwa saat ini kurikulum kewirausahaan
di tingkat universitas menggunakan kurikulum berbasis kompetensi
khususnya untuk lulusan bisnis. Kurikulum kewirausahaan yang dimaksud
yaitu tidak sekedar menguasai aspek pengetahuan tetapi juga keterampilan
dalam memecahkan tantangan-tantangan bisnis.

Setelah kewirausahaan melembaga pada struktur matakuliah, langkah
berikutnya yaitu menentukan model pembelajaran yang digunakan untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara efektif dan
efisien. Namun demikian sebelum memutuskan model pembelajaran
yang digunakan ada baiknya memperhatikan penjelasan Rusn

(2012),
bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam]h
I i (
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Banyak penelitian yang mengkaji efektivitas pembelajaran
kewirausahaan menggunakan model learning by doing, antara lain
Colombelli et al., (2022), bahwa niat berwirausaha dan persepsi tentang
karakteristik dan keterampilan kewirausahaan siswa meningkat setelah
mengikuti learning by doing. Demikian juga dengan studi Fayolle (2013);
Hidayat et al., (2018) bahwa dengan konsep learning by doing pembelajaran
kewirausahaan di perguruan tinggi menjadi bermakna sehingga dapat
menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Secara khusus buku ini memberi solusi tentang permasalahan yang
dihadapi dunia pendidikan tinggi dalam berkontribusi untuk membangun
negeri yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dayasaing terhadap kesejahteraan suatu bangsa?

2. Bagaimana pengaruh kewirausahaan terhadap kesejahteraan suatu
bangsa?

3. Bagaimana pengaruh jumlah UMKM terhadap kesejahteraan suatu
bangsa?

4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja UMKM terhadap kesejahteraan

suatu bangsa?

5. Bagaimana pengaruh ekspor non migas UMKM terhadap
kesejahteraan suatu bangsa?

6. Bagaimana pengaruh investasi UMKM terhadap kesejahteraan suatu
bangsa?
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BAB 2

KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA

Kt;s.ejahteraan masyarakat merupakan cita-cita luhur pemerintah
epublik Indonesia yang termaktub dalam konstitusi negara yaitu
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang secara
eksplisit disebutkan dalam alenia ke-empat yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
vang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (DPR-RI, 2016).

Berdasar pembukaan tersebut dapat dijelaskan mengenai posisi
kesejahteraan yang diikuti oleh kecerdasan kehidupan bangsa yang secara
eksplisit pemerintah Indonesia tidak saja memfasilitasi terwujudnya
masyarakat yang sejahtera, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur sebagaimana dalam pembukaan undang-undang dasar, tetapi
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juga mempunyai komitmen untuk merealisasikan masyarakat Indonesia
yang cerdas dan hal ini dapat terwujud jika didukung oleh sistem
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Kesejahteraan dan kualitas pendidikan mendapat porsi signifikan
dalam Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana
penjelasan berikut ini.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1: Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (DPR-RI,
2016);

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 5: Pemerintah memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia (DPR-RI, 2016).

Mengenai kualitas pendidikan khususnya di pergurun tinggi menurut
Singgih & Rahmayanti (2008) ditentukan oleh proses pembelajaran yang
digunakan, kurikulum program studinya, sumber daya manusianya yaitu
civitas akademika meliputi dosen dan mahasiswa, fasilitas prasarana dan
sarana, atmosfir akademik, dukungan dana atau keuangan, penelitian dan
publikasi ilmiah insan akademiknya, pengabdian kepada masyarakat dan
tata kelola kelembagaannya.

Jus¢akova (2012) dalam studinya juga menjelaskan bahwa kualitas
pendidikan tidak cukup hanya diukur oleh pengujian kognitif tetapi
memerlukan indikator tambahan lainnya yaitu: motivasi belajar siswa,
etos belajar dan lingkungan sekolah khususnya di Slovakia. Sedangkan
Lacruz et al. (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kualitas
pendidikan khususnya di Brasil dipengaruhi oleh kemampuan manajerial
guru dan kurikulum yang digunakan. Lebih luas Menon & Rama (2006)
menjabarkan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada: (1)
desain dan perencanaan kurikulum; (2) transaksi dan evaluasi kurikulum;
(3) penelitian, pengembangan dan penyuluhan; (4) infrastruktur dan
sumber daya pembelajaran; (5) dukungan dan kemajuan mahasiswa serta
(6) organisasi dan manajemen.
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Sedangkan kesejahteraan suatu bangsa dalam studi ini diproxy oleh
Human Development Index

tau Indeks Pembangunan Manusia. BPS
(2018) menjelaskan bahwa — bermanfaat

antul S i N g - I
B Komponen dasar yang dimaksud yaitt?h
I Sc':njutny: [
B aspck B dapat menggunakan

waktu lahir, aspek pengetahuan dapat dipt}tretberda=
I -} I didosarkan pada

secara

teknis dapat terlihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia ini dapat digunakan untuk mengukur
tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara yang didasarkan pada
pendapat Bado et al. (2018); Fleurbaey (2019); Picatoste et al. (2020)
income per capita, infrastructure, education, institutions and population
against inequality between regions and welfare in Indonesia. The study
uses panel data regression analysis analyzing secondary data consisting of
33 provincial cross section data and 10 years time series data (2008-2017
bahwa Indeks Pembangunan Manusia dapat ditafsirkan indikator nasional
untuk mengukur kesejahteraan. Demikian halnya dengan penjelasan
Suradi (2007) bahwa pembangunan manusia dapat digunakan untuk
menggambarkan kesejahteraan sosial. Studi pada Provinsi Nusa Tenggara
Barat menunjukkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia
termasuk dalam kategori rendah sehingga tingkat kemiskinannya tinggi.
Dan sebaliknya jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka tingkat
kemiskinan rendah yang berarti masyarakat semakin sejahtera.

Gambar di bawah ini menunjukkan model beberapa indikator yang
digunakan untuk menurunkan nilai Indeks Pembangunan Manusia
menurut BPS (2018).
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I H DI KATOR

ANGKA m PENGELUARAN

HARAPAM HIDUP PER KAPITA
SANT LAHIR DISESUAIKAN

INDERS
PENDIDIKAN

INDERS  INDEKS
KESEHATAN  PENGELUARAN

Gambar 1. Model Indikator IPM

Berdasar gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan
Manusia diturunkan dari tiga aspek indeks yaitu: indeks kesehatan,
indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Masing-masing dari ketiga
indeks inipun diturunkan menjadi beberapa indikator, dimana indeks

kesehatan diturunkan dari gpgka harapan hidup saat lahir. Indeks
pendidikan diturunkan dari |GG

B Kemudian indeks pengeluaran diturunkan dari p‘geluaran per

kapita disesuaikan. Dengan demikian mgka aspek yaitu:
I -2 -

) s

pengeluaran per kapita (Gross national income (GNI) per capita) disesuaikan
disebut indikator dari Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut BPS (2020b), saat ||
B termasuk dalam dimensi kesehatan merupakan aspek yang

menunjukkan tentang umur panjang dan higmp sehat penduduk dari
periode ke periode biasanya satu tahun. Jadi
B usia I Larapan seorang bayi [ baru lahir untuk

hidup dan mencapai usia tertentu hingga meninggal dunia.

Selanjutnya BPS (2020b) menjelaskan bahwa harapan lama sekolah
(Expected years of schooling) termasuk dalam dimensi pendidikan pada
berjmgai jenjang pendidikan, yaitulamanya mengikuti kegiatan pendidikan
di satuan [ c:pot
manfaatnya

Buku Referensi: Learning By Doing, Pembelajaran Kewirausahaan di Perguruan Tinggi




Angka harapan lama sekolah digunakan untuk menunjukkan peluang
peserta didik pada usia lebih dari 7 tahun yang mengenyam pendidikan

khususnya di pgndidikan formal pada waktu tertentu. Kemudian rata-rata
lama sekolah {h} merupakan |||
diperlukan ||l dalam mengikuti pendidikan formal. Angka ini
lazim digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat pada
suatu wilayah tertentu. Ketentuan yang digunakan yaitu, penduduk yang
tamat sekolah dasar dapat diperhitungkan bahwa lama sekolah selam 6
tahun, kemudian tamat sekolah menengah pertama dapat diperhitungkan
jumlah lama sekolah selama 9 tahun. Sedangkan lulus sekolah menengah
atas dapat diperhitungkan bahwa lama sekolah selama 12 tahun dengan
asumsi mengabaikan pernah tinggal kelas atau tidak.

Sedangkan pengeluaran per kapita (Gross national income (GNI)
per capita) merupakan sejumlah peneluaran atau biaya untuk kegiatan
kosumsi semua anggota keluarga selama sebulan dibagi dengan banyagnya
anggota keluarga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.aL
N [ ngungkapan I su-. N
I <o

parameter untuk
Semakin

I mcmbaik [ kescjshteraannya (BPS,

2020Db).

Perhitungan angka indeks pembangunan manusia yang didasarkan
pada empat indikator di atas kemudian dikelompokkan menjadi 4 bagian
yaitu: capaian pembangunan sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah.
UNDP (2018) membuat klasifikasi terhadap nilai indek pembangunan
manusia menjadi 4 klasifikasi berikut ini:

7. Indeks Pembangunan Manusia sangat tinggi jika nilainya 0,800 atau
lebih;

8. Indeks Pembangunan Manusia tinggi jika nilainya 0,700-0,799;

9. Indeks Pembangunan Manusia sedang jika nilainya 0,550-0,699;

10. Indeks Pembangunan Manusia rendah jika nilainya kurang dari 0,550.

Sedangkan dalam konteks internasional, studi pada 5 negara utama
yang tergabung di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yaitu:
Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand dapat dijelaskan
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bahwa indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu Singapura dalam
kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam tabel 1.
Peringkat kedua yaitu Malaysia, dan Thailand menduduki peringkat ketiga.
Sedangkan Indonesia dan Philipina bersaing pada peringkat keempat dan
kelima.

Tabel 1. Angka Indeks Pembangunan Manusia 5 Negara ASEAN

T

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
® Singapore 0,85 091 090 090 091 093 093 093 094 094
®Indonesia 0,60 0,67 0,63 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,71 0,72
® Malaysia 0,74 0,78 0,77 0,77 0,78 0,79 080 0,80 0,80 0,81
B Thailand 0,65 0,73 0,69 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78
® Philippines 0,64 0,68 0,65 0,66 067 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72

=5

Tolwlain
S ooooosmoe=

oo oD T -

[—N ]

Capaian terhadap tingkat pembangunan manusia yang diukur oleh
indeks pembangunan di atas tidak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan
ekonomi. Menurut Arisman (2018), bahwa pertumbuhan ekonomi dapat
mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi
menjadi variabel eksogen dalam kaitannya dengan variabel endogen yaitu
indeks pembangunan manusia pada sepuluh negara anggota ASEAN yaitu:
Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, Myanmar, Filipina,
Kamboja, Vietnam dan Laos dalam periode waktu tahun 2008 sampai
dengan 2015.

Hasil yang berbeda sebagaimana penelitian Appiah et al, (2019)
bahwa dalam rentang waktu tahun 1990 sampai dengan 2015 terdapat
dampak yang positif dan signifikan variabel pembangunan manusia
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika. Sehingga
direkomendasikan kepada pemerintah untuk berorientasi pada
pengembangan kualitas sumber daya manusia. Terlepas dari temuan
Appiah et al, (2019); Arisman (2018), bahwa keduanya memberikan
wacana ekonomi bahwa sumber daya manusia menjadi kunci dalam
pembangunan ekonomi suatu bangsa dan negara. Sumber daya manusia
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menjadi operator-operator penting untuk membuat suatu negara dapat
bersaing dengan negara lainnya di dunia, demikian juga dengan di
perusahaan.

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan dan aset negara
sebagaimana dikemukakan oleh Kulla et al, (2018) yang menjelaskan
bahwa sumber daya manusia merupakan aset bangsa dan setara dengan
sumber daya alam sekalipun. Sumber daya alam yang melimpah jika tidak
dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas maka hanya dinikmati
oleh bangsa dan negara lain. Dengan demikian proses rekruitmen dan
penempatan sumber daya manusia ini sangat menentukan organisasi
menuju terwujudnya visi dan misi yang telah dirumuskan.

Kemudian Mohammed et al., (2013) mengemukakan bahwa dalam
sebuah organisasi, sumber daya manusia menjadi aset penting bahkan
kinerja organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia
yang dimilikinya. Oleh karenanya, keberadaan sumber daya manusia
ini harus dikelola secara maksimal melalui pendidikan dan pelatihan
serta memotivasi untuk terus berkembang Sumber daya manusia
yang berkembang dan tidak statis ini akan membawa organisasi dalam
meningkatkan produktivitasnya. Dan peningkatan produktivitas sumber
daya manusia ini pada titik tertentu dapat meningkatkan efisiensi sehingga
organisasi dapat bertahan dan berkembang selama-lamanya. Dengan
demikian pengembangan kualitas sumber daya manusia ini tidak sekedar
dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pengembangan
dan perencanaan karir yang jelas serta perbaikan dan pertumbuhan
kualitas hidupnya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidupnya secara
berkelanjutan.

Pentingnya sumber daya manusia sebagai aset bangsa juga
dikemukakan oleh Saadah (2015) bahwa untuk membangun negara
Indonesia yang kompetitit paling tidak di kawasan ASEAN diperlukan
sumber daya manusia yang kreatif yang tidak saja unggul dalam hal
penguasaan pengetahuan, teknologi dan keterampilan, tetapi juga menjadi
sumber daya manusia yang mengerti jati dirinya sebagai bagian dari suatu
bangsa. Jati diri ini dapat diwujudkan dalam bentuk sumber daya manusia
yang berideologi kuat dan mampu dalam menginternalisasi nilai-nilai
Pancasila dalam hidup dan kehidupannya.

Bahkan di Seychelles, sumber daya manusia ditempatkan sebagai
sumber daya strategis dan menjadi pusat pembangunan dalam berbangsa
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dan bernegara di negara itu. Masyarakat Seychelles merupakan aset utama
dalam membangun peradaban sosial dan ekonomi negara sehingga dapat
dikatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan suatu
negara. Kuantitas sumber daya manusia jika didukung oleh meningkatnya
kualitas sumber daya manusia akan dapat mendorong terwujudnya negara
yang kuat ditinjau dari aspek ekonomi (Adams et al., 2002).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sumber daya manusia menjadi
faktor penting dalam mendukung terwujudnya program pemerintah pada
sektor kependudukan dan ekonomi yaitu bonus demografi. Menurut Ross
(2004) bonus demografl (demographic bonus atau demographic dividend)
merupakan suatu situasi dan kondisi dimana masyarakat sebagai populasi
suatu negara didominasi oleh masyarakat individual yang termasuk dalam
kelompok usia produktif. Sedangkan yang dimaksud dengan usia produktif
yaitu masyarakat dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun.

Menurut Sutikno (2020),jumlah penduduk padakategoriusiaproduktif
mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2035. Sedangkan
(Falikhah, 2017) menjelakan bahwa bonus demografi melahirkan dua
kondisi yaitu potensi dan ancaman. Pada aspek ancaman terjadi ketika
suatu negara tidak bisa memanfaatkan bonus demografi yang pada titik
tertentu akan menjadi beban bagi negara karena berpotensi menimbulkan
masalah sosial kemasyarakatan. Dengan demikian diperlukan langkah-
langkah strategis untuk merubah ancaman menjadi bonus demografi baik
pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Studi Maryati et al, (2021) menunjukkan bahwa kemandirian
sumber daya manusia merupakan kunci sukses untuk meraih bonus
demografi, dan jika rasio ketergantungan sumber daya manusia ini masih
tinggi maka bonus demografi sulit dapat terwujud. Kemandirian dapat
diimpelemntasikan dalam bentuk kemampuan dalam menciptakan
kesempatan kerja baru misalnya melalui kewirausahaan. Kemandirian
ini dapat terwujud ketika sumber daya manusia memiliki kecakapan dan
berkompeten di bidangnya sebagaima penjelasan Nurrohmah et al., (2021)

Dalam konteks yang lebih luas, Jati (2015) mengemukakan bahwa
peningkatan penawaran terhadap tenaga kerja produktif dapat berdampak
pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Bonus demografi
ini juga dapat meningkatkan konsumsi nasional dan investasi sumber
daya manusia dalam bentuk penyediaan infrastruktur pendidikan baik
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